Hutan Dan Masalah lliegal Logging
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ALIRAN air yang melimpah di musim hujan telah menimbulkan bencana
banjir dan tanah longsor secara besar-besaran. Masalah banjir yang
mengharu-biru ketenangan hidup masyarakat Sumatera Selatan, Riau, Jambi,
Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,
Sulawesi, Maluku, Papua dan DKI Jakarta semakin menjadi potret derita
keseharian hidup masyarakat kecil di daerah hilir dari Sistem Daerah Aliran
Sungai (DAS). Secara umum, banjir terjadi akibat dari berbagai dampak
degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah hulu dan peruntukan lahan

tidak sesuai dengan rencana.

enebangan liar (illegal logging)
mengakibatkan hutan semakin
gundul. Padahal, peranan sub
sitem hutan sangat besar. Hutan dapat
berperan banyak dalam mengatur tata
air dan melindungi permuakaan tanah
dari erosi — tanah longsor yang disebab-
kan oleh intensitas hujan. Daerah-dae-
rah yang telah gundul tidak memiliki ka-
pasitas resap dan simpan air hujan yang
lebih tinggi daripada tanah hutan. Apala-
gi bagian curah hujan yang dikonsumsi
oleh tegakan hutan sendiri tidak ada.
sehingga air hujan menggelontor ke
bawah tanpa ada penghalang lagi yang
akhirnya menyebabakan luapan air bah
vang luar biasa.
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ngan penebangan liar maka seluruh
biodiversity dan kekayaan alam, terma-
suk kayu, akan punah. Sehingga ge-
nerasi yang akan datang hanaya bisa
mengetahui dari buku-buku saja, dan
tidak menyaksikan langsung kekayaan
megabiodiversity hutan tropika Indone-
sia

PADA tahun 2000, Departemen Ke-
hutanan (Dephut) melaporkan bahwa
laju deforetasi sebesar 1,6 juta hektare,
empat tahun kemudian (2001-2004)
meningkat menjadi 3,6 juta ha per tahun.
Laporan Pengelolaan Sumber Daya
Alam (PSDA) Watch menemukan bah-
wa illegal logging menyumbang 67 juta
M3 kayu tiap tahun. Studi lain meng-
ungkapkan bahwa illegal logging telah
mengakibatkan kerugian materiil, paling
tidak Rp.30 triliun per tahun. Penelitian
Greenpeace pada tahun 2003 melapor-
kan bahwa 88 % kayu-kayu yang masuk
ke industri perkayuan di Indonesia (saw-
mil, chipmill, pulmill dan playmill) disi-
nyalir illegal.

Ketidak-seimbagan (excess capac-
ity) antara kapasitas terpasang pada
industri kayu dengan suplai yang dapat
disediakan oleh hutan secara lestari
mengakibatkan timbulnya penebangan-
penebangan liar guna mencukupi kebu-
tuhan akan bahan baku pada industri-
industri kayu.

Secara nasional, kebutuhan bahan
baku kayu bulat saat ini, kapasitas ter-
pasang Industri setiap tahunnya men-
capai kurang lebih 67 juta M3. Sedang-
kan produksi kayu bulat dari hutan
produksi sekitar 22 juta M3 per tahun.
Sehingga terdapat kesenjangan sebe-
sar 30 — 40 juta M3 per tahun. Pertum-
buhan industri pengolahan kayu di luar

negeri; Malaysia, Taiwan, Korea ¢

RRC yang juga membutuhkan bahg
baku kayu dari Indonesia menambah kﬂn
senjangan, dan memicu kegiata,
penebangan liar.

PEREDARAN hasil hutan illegal dan
penebangan liar di Indonesia merupa.
kan tindak kejahatan yang terorganisa;
(organized crime) karena melibatigp
banyak aktor dengan berbagai kepen-
tingan dan jaringan, baik Departemen
Kehutanan, maupun instansi lainnya
serta jaringan pasar di dalam neger
dan di luar negeri. Khusus di luar neger
peredaran hasil hutan illegal telah me.
libatkan jaringan organisasi internasio-
nal yang rapi. Penelundupan kayu ille-
gal ke luar negeri melalui negara-nega-
ra perbatasan seperti, Malaysia dan
Papua Nugini.

Modus operandi yang senantiasa
digunakan oleh kejahatan yang teror-
ganisasi ini adalah penyandang dana
atau cukong melalui “sistem sel" yang
melibatkan anggota masyarakat untuk
melakukan penebangan liar. Jaringan
organisasi ini terdiri dari petugas - pe-
jabatan kehutanan, Bea dan Cukai. Ke-
polisian, TNI AD, TNI AL, Perla, Pemda
Kejaksaan dan Pengadilan serta Poli-
tikus. Berbagai upaya penanggulangan
penebangan liar dan pengamanan hu-
tan, baik berupa operasi pengaman
fungsional, gabungan dan operasi
khusus serta berbagai kerjasama, hasil-
nya belum optimal.

Kemampuan Dephut  dalam
menanggulangi penebangan liar dan
peredaran hasil hutan illegal sangat ter-
batas dan kurang memadai. Organisa-
Si penanggulangan illegal logging
sekarang ini dirasakan kurang berjalan
efektif dalam melakukan koordinasi lin-
tas sektoral. Padahal, pembentukan
lembaga penanggulangan illegal log-
ging adalah memastikan bahwa selu-
ruh Direktorat Dephut dan instansi de-
partemen lain seperti; Departemen Per-
hubungan, Kepolisian, Kejaksaan, Pe-
ngadilan, Pemerintah Provinsi dan Pe-
merintah Kabupaten — Kota, Bea dan
Cukai, Imigrasi, TNI dan Kementerian
Lingkungan Hidup terlibaat di dalam-
nya.

PENEBANGAN liar makin merebak.
Hal ini dapat ditunjukan pada ponton-
ponton warga Malaysia yang pada
umumnya berlabuh di Sibu, salah satu
kota di Serawak, di tepian Sungai Re-
jang. Kota ini memiliki akses jalan raya
daan kereta api yang bagus ke wilayah
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Program Seratus Marj pene ok
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S Kalla, ponton-ponton ity parki
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d}«mapua dan Kalimantan Barat. Ponton.
Fnj o dan kapal-kapal pengangkut kayu
N seliap saat berganti nama dan ben-
deranya juga disulap menjadi bendera
indones_naA Bahkan dokumennya pun
dapat dipastikan asli tapi palsu (aspal).
~ Dalam 5 tahun terakhir, modus sin-
dwokasu' penyelundupz_an kayu gelondo-
ngan /llegal terpola di Papua. Modus ini
secara t|(jak‘ langsung bersumber dari
vested bisnis atara tokoh masyarakat
setempat dengan warga asing yang
memiliki kemampuan finansial dan
market leader perdagangan kayu man-
canegara. Salah satu cukong yang kuat
di Papua adalah dimotori oleh tiga
sekawan Hendri Johannes, Joe dan RK
(tokoh pemuda yang kini menjadi ang-
gota DPR- Golkar mewakili daerah Pa-
pua).

Dari lapoaran investigasi Hendri Jo-
hannes berperan membuka jaringan ke
jajaran Angkatan Laut. la menangani
oknum-oknum AL di Armada Timur AL
yang bersedia diajak kolusi. Salaaah
satu oknum TNI AL yang banyak mem-
berikan privilege terhadap “trio kwek-
kwek” adalah Laksamana Muda “A” se-
orang perwira tinggi di Mabes TNI AL.
Hendri Johannes juga bertugas melobi
Panglima Armatim. .

Peran Joe adalah membuka jari-
ngan ke polisi dan Syahbandar. Dia
mempunyai hubungan dengan bebera-
pa oknum polisi yang mau diajak kolusi.
Salah seorang oknum polisi yang ditu-
gaskan menangani kayu adalah Komi-
saris Polisi “R". Joe mengurus dokumen
aspal ke syahbandar. Sedangkan peran
RK selama ini adalah menangani mar-
keting kayu ke luar negeri dan di dalam
neqeri. o

Sebagai penguasa jaringan smdnka;
si kayu illegal di Papua, “trio kwek-kwek
mermatok tarif fee sebesar US $ 40/ M3
hagi kelompok lain yang ingli‘n membeli
kayu illegal di Papua untuk quqal ke luar
negeri. Dengan menyetor nilai llersebut,
mereka sudah aman melalui posko-
posko pemeriksaan aparat dan pengu-
rusan dokumen instansi terkail. Tercatat
sejak bencana tsunami 26 Desember
2004 hingga akhir Januari 2005,
diperkirakan tidak kurang 250.0Q0 M3
kayu gelondongan asal Papua dibawa

a Satikol, Ban.-

ke luar negert secara Megal Dan itu, 19
tus berlangsung sampal saat ini.
Hilangnya kesempatan bagi nogara

untuk memperoleh Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) dan Dana Rebolsasi
(DR) dalaam satu bulan ini mencapal
lebih dari Rp. 260 miliar. Kerugian ini
belum dihitung dengan kerguian mate-
tial, nilai lingkungan dan nilai konserva-
si seperti suplai air, PLTA, Pariwisata,
penyerapan karbon dan biodiversity. Bila
faktor-faktor itu diperhitungan, maka keru-
giannya bisa mencapai kurang lebih
Rp.12 triliun.

Begitu juga yang terjadi di Kaliman-
tan Barat, dimana kayu gelondongan iI-
legal-nya berasal dari Taman Nasional
Gunung Palung (TNGP) dan Taman Na-
sional Betung Kerihun (TNBK). Penye-
lundupan kayu melalui jalur laut rata-rata
bisa mencapai 200.000 M3 per bulan
dengan kerugian negara akibat tidak
dipungutnya PSDH dan DR sebesar
Rp.206 miliar. Nama cukong kayu terbe-
sarnya adalah Ngu Tung Peng alias Ap-
eng yang menguasai kawasan per-
batasan Rl — Malaysia. Meskipun kaki
tangannya seperti Alok, Ling dan Kiong
telah ditangkap di Polda Kalimantan
Barat, tetapi Apeng sampai sekarang
tidak tersentuh hukum.

Penanggulangan penebangan liar
dan peredaran hasil hutan illegal yang
harus dilakukan secara cepat, tepat dan
transparan harus terganjal oleh proses
birokrasi hukum yang panjang dan ber-
belit, sehingga, kadang pelaku dan
barang bukti illegal logging sudah tidak
dapat terjangkau lagi. Hal ini juga di-
sebabkan karena harus mengikuti atu-
ran KUHAP yang ada. Secara keseluru-
han proses penanggulangan illegal log-
ging yang sekarang sedang berlangsung
membuktikan bahwa Departemen Ke-
hutanan masih menggunakan pendeka-
tan isu (by issue) bukan fakta (by fact)
dalam memandang dan menyelesaikan
masalah kerusakan hutan.

MENGINGAT bahwa kegiatan pene-
bangan liar dan peredaran hasil hutan
illegal semakin tak terbendung, laju de-
forestasi dari menit ke menit pun demi-
kian parah, penegakan hukum (law en-
forcement) sampai hari ini tersendat-
sendat, maka diperlukan upaya yang
bersifat konfidensial. Pertama harus
ada eksekusi. Mereka yang terbukdti terli-
bat (black list) mafia harus dieksekusi
sebagai shock therapy bagi yang lain.
Kedua, Presiden mengambil alih per-
masalahan illegal logging seperti ke-
giatan pemberantasan narkoba. Pre-
siden menyataan perang terhadap iile-
gal logging, dan sebagai panglimanya,
Menteri Kehutanan sebagai komandan
operasi. Semua instansi harus ikut dan
patuh pada Menteri Kehutanan sebagai

komandan
Kotiga, Maninjau kamball semua

aklivitas yang monqgganggu gkosistem
aeluruh Taman Nasional di Indonesia.
Panegakan hukurm dan konservasi yang .
afeklif bukan sekedar menahan Df:‘ﬂe‘
bang liar, tetapi juga menelusur pihak-
pihak yang mendukung terjadinya
penebangan liar Mulai dari pemodal,
jalur distribusi, birokrat yang member
ijin menyimpang di hutan lindung serta
sistern legal yang melibatkan polisi, TNI,
politikus, pengacara maupun hakim di
pengadilan.

Untuk menyelamatkan nutan dari
kerusakan yang lebih dansyat, seyog-
yanya ada tindakan yang ber;ifat edukq-
tif, preventif maupun reprensif. Langkan
yang bersifat edukatif, dlmasukkannya
pengetahuan dan pengertian tentang
peranan dan fungsi hutan ke dalam
kurikulum pendidikan, mulai dari SD
hingga perguruan tinggi. ‘

Langkah serupa juga dilakukan
melalui penyuluhan bagi masyarakat
luas dengan menggunakan media ce-
tak maupun media elektronik serta kun-
jungan lapangan. Langkah langkah pre-
ventif (pencegahan) atas terjadinya
penebangan liar dan perambahan ka-
wasan hutan di Kawasan Ekosistem
Taman Nasional dilaksanakan melalui
pendekatan sosial budaya dan upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat
di sekitar hutan.

Kegiatan preventif yang periu laku-
kan pemerintah, misalnya, membuat
proyek hutan kemasyarakatan, padat
karya, hutan rakyat, HPH bina desa dll.
Preventif lainnya, penempatan pos-pos
penjagaan di sepenjang perbatasan In-
donesia-Malaysia, patroli secara rutin
oleh aparat keamanan, dan penghada-
ngan di sungai sungai tertentu. Peran
aktif masyarakat dalam pengawasan il-
legal logging menjadi sangat penting
dengan akan diberlakukannya Perpu
Pemberantasan illegal logging.

Masyarakat dapat melaporkan keja-
dian illegal logging dengan data inform-
si, gambar foto dan rekaman kepada
LSM maupun Departemen Kehutanan.
Bahkan apabila Pemerintah Daerah
maupun Pemerintah Pusat tahu ada
kegiatan illegal logging dan tidak
melakukan tindakan sesuai dengan ke-
mampuan dan kewenangannya dapat
dikenakan pidana penjara minimal 5
tahun. Saksi pelapor dan keluarganya
juga harus dilindungi oleh negara baik
sebelum, selama maupun sesudah
proses pemeriksaan perkara illegal log-
ging. Bagi yang berjasa terhadap pe-
nanggulangan illegal logging perlu
diberikan insentif 20% dari hasil lelang
kayu illegal.

Penulis adalah Anggota
Komisi | DPR RI
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